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Mengingat 

PERATURAN GUBEJRNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR I 1, TAHUN 2021 

I ENTANG 

PENYELENGGJRAANINOVASIDAERAH 

DENGAN RAHMJTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR buMATERA SELATAN, 

a. bahwa dalam r I gka meningkatkan pelayanan publik dan 
peningkatan ki!ja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
serta pengembadgan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
pengembangan, froduktivitas, dan daya saing daerah, perlu 
adanya kebijakarl inovasi daerah; 

b. bahwa berdasarJan ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan Pasal 
388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan oJerah beserta perubahannya, ketentuan Pasal 
34 ayat (1) Undbg-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasiona� llmu Pengetahuan dan Teknologi, serta 
ketentuan Instrnksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018 

j 

tentang Pelaksarjaan Gerakan One Agency One Innovation di 
Provinsi Sumatfra Selatan, perlu mengatur mengenai 
penyelenggaraan rovasi daerah; 

c. bahwa berdasarL�n pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a ran huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (bl Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang -Undang omor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonisia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negaral Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang -Undang INomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jf1gka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negar� Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembdran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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4. Undang-Undang romor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaraq Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); I 

5. Undang-Undang �omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

. I 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones)a Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas ! Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembeftukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan LembJan Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang �omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tam�ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebakaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

! 
dengan Undang-

E
dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones� Nomor 5679); 

7. Undan g -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
(Lembaran NegarJ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, 
Tambahan LembJ.an Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (LJmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 29?, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor �601); 

9. Undang-Undang jNomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pehgetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 
Republik lndoneta Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan 
Lembaran Negara!Republik Indonesia Nomor 6374); 

10. Peraturan Pemer!ntah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 
Teknologi Kekayatn Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian 
dan Pengemban�an oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Penelitian dan Pjengembangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun [005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones1a Nomor 4497); 

11. Peraturan Pemetintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Und�g -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan PubliklLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

t Indonesia Nomor 357); 
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12. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perang)cat Daera4 (Lembaran Negara Repub

. 
lik Indonesia 

Tahun 2016 Notnor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik r4donesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemeriq.tah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang lnovasi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 206, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6123); I 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Serkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

I 16. Peraturan Preside!° Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Serbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun �018 Nomor 182); 

17. Peraturan Bersama. Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 
Tahun 2012 tent8{1g Penguatan Sistem lnovasi Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 

18. Peraturan Menteii Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
j 

Reformasi Sirokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman 
lnovasi Pelayanan Publik (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1715); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesja Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah denr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018jtentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Notnor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomdr 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 
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21. Peraturan Menter� Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Ka.bupaten/Kota l yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

22. Peraturan Mente!i Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 

ten tang Penilairu} dan Pemberian Penghargaan dan/ atau 

Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
I Tahun 2018 Nomor 1611); 

23. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Sirokrasi Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Kompetisi 

lnovasi Pelayan� Publik di Lingkungan Kementerian/ 

Lembaga, Pemerir{tah Daerah, Sadan Usaha Milik Negara, dan 

Badan Usaha Milfk Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 NomJr 230); 

24. Peraturan Daerb Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
I Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2p16 Nomor 14) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturar Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi SumatJra Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
I 

Sumatera SelaraniTahun 2020 Nomor 3); 

25. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman 
I 

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan 

Pemerintah ProviJsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan!Tahun 2010 Nomor 8 Seri E); 
I 

26. Peraturan Gube�ur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan 

Sistem Inovasi Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera 
! 

Selatan Tahun 20113 Nomor 20); 

27. Peraturan Gube�ur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Sistem 
I Pendayagunaan Biasi! Penelitian dan Pengembangan (Serita 

Dae rah Provinsi sf matera Se Iatan Tahun 2014 Nomor 58); 

MEt1UTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN 

INOVASI DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
rengertian dan Singkatan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah �:rovinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Pro

vrl
nsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 
4 .  Dewan Perwakill Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

�::�er
:
d

�:tad.
ewan Penvakilan Rakyat Daerah Provins\ 

5. Kabupaten/Kota ! adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 
I 

Sumatera Selatait. 
6. Perangkat DaeraJli adalah perangkat daerah yang membidangi 

penelitian dan pehgembangan. ' 
7. Inovasi adalah1 kegiatan penelitian, pengembangan, 

penerapan, penJkajian, perekayasaan, dan pengoperasian 
atau kelitbanganlyang bertujuan mengembangkan penerapan 
praktis nilai danl konteks ilmu pengetahuan yang baru atau ' 
cara baru untuk renerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 

8. Inovasi Daerah lctalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan lpemerintah daerah. 

j 9. Penyelenggara.an
l 

Inovasi Daerah adalah semua bentuk 
pembaharuan p nyelenggaraan pemerintahan daerah dan/ 
atau inovasi dae

j
l ah dalam rangka peningkatan produk atau 

proses produksi. 
10. Sistem Inovasi D�erah adalah keseluruhan proses dalam satu 

sistem untuk mepumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan 
antar institusi qemerintah, pemerintahan daerah, lembaga 
kelitbangan, lemlj>aga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, 
dunia usaha, ctarl masyarakat di daerah. 

11. Lembaga Kelitbkgan adalah institusi yang melakukan 
kegiatan penelitib, pengembangan, penerapan, pengkajian, 
perekayasaan, dan pengoperas1an yang bertujuan 
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 
pengetahuan y I g baru atau cara baru untuk menerapkan 
ilmu pengetah4 dan teknologi yang telah ada ke dalam 
produk atau pro

r 

p,oduk,i. 
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12. H� Kekaya� If telektual adalah �� kekayaan atas segala 
has1l produks1 kecerdasan daya pikir yang berguna untuk 
manusia. l 

13. Rencana Pemb gunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disidgkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk pe \·ode 5 (lima) tahun. 

Bagian Kedua 
Tujuan, S saran, Prinsip, dan Ruang Lingkup 

Pasal 2 
(1) Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan ki�erja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Sasaran penyelepggaraan inovasi daerah diarahkan untuk 

mempercepat tect>.rujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 
a. peningkatan Jelayanan publik; 
b. pemberdayaart dan peran serta masyarakat; dan 
c. peningkatan daya saing daerah. 

(3) Peny�lenggaraanj inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan 
pnns1p: 
a. peningkatan efisiensi; 
b. perbaikan efel.ttivitas; 
c. perbaikan kuJiitas pelayanan dan/atau produksi; 
d. tidak menimbblkan konflik kepentingan; 
e. berorientasi j kepada kepentingan umum dan/ a tau 

peningkatan aya saing; 
f. dilakukan sec�ra terbuka; 
g. memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan; 
h. dapat diperta4

ggungjawabkan hasilnya; 
1. bersifat simulian dan berkelanjutan; 

dilaksanakan�ecara sistematis dan integratif; dan/atau J. 

k. membangun s·nergitas. 

Pasal 3 
Ruang lingkup penyf1enggaraan inovasi daerah terdiri atas: 
a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan 

pemerintahan da1rah; dan/ atau 
b. inovasi daerah am rangka peningkatan produk atau proses 

produksi. 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini me!iputi: 
a. inovasi daerah dLam rangka pembaharuan penyelenggaraan 

pemerintahan da rah; 



I 

b. ino=i dao,ah • .J- 7,�ka peningkatan produk atau pro,,,. 
produksi; 

c. pengusulan; 
d. penetapan; 
e. perencanaan; 
f .  sistem penyelenggaraan inovasi daerah; 
g .  perlindungan hak kekayaan intelektual; 
h. pengembangan inovasi daerah; 
i. penilaian dan/atai.i penghargaan; 
j. penyebaran inovasi daerah; 

I k.pendanaan; j 
I. kerjasama; 

m. informasi inovasi aerah; 
n. sanksi; dan 
o. pembinaan dan/atau pengawasan. 

BAB II 

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA 

PEMBAf-lARUANPENYELENGGARAAN 
P

i
MERINTAHAN DAERAH 

Pasal 5 
Inovasi daerah dalim rangka pembaharuan penyelenggaraan 
pemerintahan dacrah, dapat berbentuk: 
-a. W@1•2i�\ t·2t£ k"t..1�.� ';R,W&!i:W . .  t...W.w ... IJR..f"..r.ab:, 
b. inovasi pelayanarJ publik; dan/atau 
c. inovasi daerah J�innya sesuai dengan urusan pemerintahan 

yang menjadi kel,\tenangan daerah. 

l Pasal 6 
Inovasi tata kelola p merintahan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan 
manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana 
internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan 
unsur manajemen. 

I Pasal 7 
(1) lnovasi pelayana1 publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf b, merupakan inovasi daJam penyediaan pelayanan 
kepada masyarakat yang meliputi: 
a. proses pemberJan pelayanan barang/jasa publik; dan 
b. inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik. 

(2) lnovasi pelayanan publik sebagaimana di.maksud pada ayat 
( 1), meliputi: 
a. pelayanan barang publik; 
b. pelayanan jasl publik; dan/atau 
c. pelayanan adrili.nistrasi. 

I 
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Pasal 8 
Inovasi daerah lain

r
a sesuai dengan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenanga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf c, me pakan segala bentuk inovasi dalam 
penyelenggaraan lurusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerihtah Provinsi. 

Pasal 9 
Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi: 

a. mengandung perhbaharuan seluruh atau sebagian unsur dari 
inovasi; l 

b. memberi manfa bagi daerah dan/ atau masyarakat; 

c .  tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan 

pada masyaraJt yang tid.ak sesuai dengan ketentuan 
peraturan peru hang-undangan; 

d .  merupakan uru an pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah; 

e. dapat direplikasif 
f. menjadi kebuturan masyarakat dalam rangka peningkatan 

proses dan/ ata1 produk barang dan/ atau jasa; dan/ atau 
g. kriteria lainny� sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undJngan. 

j BAB III 
INO fSI DAERAH DALAM RANGKA 

PENINGKATAN PRODUK ATAU 

PROSES PRODUKSI 
Pasal 10 

(1 )  Inovasi daera

:t

d am rangka peningkatan produk atau proses 
produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat 

dan/ a tau per an tinggi. 
(2) lnovasi daerah ctLam rangka peningkatan produk atau proses 

produksi sebagkmana dimaksud pad.a ayat (1), dapat 

berbentuk : 

a. penemuan; 

b. pengembang 
c. duplikasi; dan/ a tau 

d. sintesis. 
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Pasal 11 
(1) Penemuan sebag'aimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf a, merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses 
baru yang belumlpernah dilakukan sebelumnya. 

(2) Pengembangan s,ebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(2) huruf b, me�pakan pengembangan suatu produk, jasa, 
atau proses yanglsudah ada. 

(3) Duplikasi sebagfimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf c, merupa

1
an peniruan suatu produk, jasa, atau proses 

yang sudah ada. 
(4) Sintesis sebagauyana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 

d, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang 
sudah ada menja,\ii formulasi baru. 

I Pasal 12 
Kriteria inovasi dae

1
ah dalam rangka peningkatan produk atau 

proses produksi, me

r 

puti: 
a. '.11engandung pe baharuan seluruh atau sebagian unsur dari 

movas1; 
b. memberi manfait bagi daerah dan/atau masyarakat; 
c. tidak mengaki�rtkan pembebanan dan/ atau pembatasan 

pada masyar�t yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruni:lang-undangan; 

I 
d. menjadi kebutufuan masyarakat dalam rangka peningkatan 

proses dan/ataulproduk barang dan/atau jasa; dan/atau 
e. kriteria lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -und I gan. 

BAB IV 
PENGUSULAN 
Bagian Kesatu 

Usulan Infiatif Inovasi Daerah dalam Rangka 
Pe baharuan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 
Pasal 13 

(1) Usulan inisiatif novasi daerah dalam rangka pembaharuan 
penyelenggaraanlpemerintahan daerah, dapat berasal dari: 
a. Gubernur; I 
b. anggota DPRD; 
c. aparatur sipil begara; 
d. perangkat da�rah; 

I e. anggota masyrakat; 
f. badan usah� pii�ik daerah; dan/atau 
g. perguruan tmgg1. 

t-
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(2) Penyelenggaraan pemerintahan daerah paling sedikit 
menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun sesuai 
dengan ketentua, peraturan perundang-undangan. 

J Pasal 14 
(1) Inisiatif inovas· daerah yang berasal dari Gubemur 

sebagaimana dim'aksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufa, dapat 
disiapkan oleh �ubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang 
ditunjuk oleh G ubemur. 

(2) Inisiatif inovasi jctaerah yang berasal dari anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, 
dapat dibahas d

E
t ditetapkan layak atau tidak layak dalam 

rapat paripurna PRD sesuai tata tertib DPRD. 
(3) Inisiatif inovasi d

i 
erah yang berasal dari aparatur sipil negara 

sebagaimana diITJaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dapat 
disampaikan keP,ada kepala perangkat daerah yang menjadi 
atasannya untu!d�endapatkan izin tertulis. 

(4) lnisiatif inovasi- haerah yang berasal dari perangkat daerah 
sebagaimana di+aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, 
dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang 
membidangi penJ!itian dan pengembangan. 

(5) Inisiatif inovasi �aerah yang berasal dari anggota masyarakat 
sebagaimana dio4aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat 
disampaikan kepb.da Ketua DPRD dan/atau Gubernur. 

(6) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari badan usaha milik 
daerah sebagaimla,na dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 
f, dapat disampaikan kepada pimpinan badan usaha milik 
daerah untuk mdndapatkan izin tertulis. 

(7) Inisiatif inovasi raerah yang berasal dari perguruan tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat 
disampaikan kebada Gubernur melalui perangkat daerah 
yang membidanJ penelitian dan pengembangan. 

Pasal 15 
Inisiatif inovasi dae ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
dapat dituangkan ralam bentuk kerangka acuan kerja yang 
sekurang-kurangnyf memuat: 
a. alasan perlunya inovasi; 
b. urusan penyele ggaraan pemerintahan yang akan dilakukan 

inovasi; 
c, metode inovasi; 
d. tahapan dan jadj,val inovasi; 
e. keluaran inovas4 dan 
f. penanggung jawlb inovasi. 
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Bagian Kedua 
Usu Ian lni�iatif Inovasi Daerah dalam Rangka 

Peningkatan Produk atau Proses Produksi 
Pasal 16 

Usulan inisiatif in(lvasi daerah dalam rangka peningkatan 
produk atau proses produksi, dapat berasa1 dari: 
a. anggota masyarakat; dan/ atau 
b. perguruan tinggi. 

Pasal 17 
lnisiatif inovasi dae ah yang berasa1 dari anggota masyarakat 
dan/ atau perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur 
melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan untuk mendapatkan pembinaan. 

Pasal 18 
Inisiatif inovasi dae

l

ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
dapat dituangkan alam bentuk kerangka acuan kerja yang 
sekurang-kurangny memuat: 
a. alasan perlunya irl.ovasi; 
·b.'bldang/sektor/produksi ·barang aanjatau jasa yang akan 

dilakukan inovasi1 
c. metode inovasi; I 
d. tahapan dan jadwf-11 inovasi; 
e. keluaran inovasi; dan 

I f. penanggung jawa inovasi. 

BABV 
PENETAPAN 

PasaJ 19 
(1) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5, 

ditetapkan denga,n Keputusan Gubernur. 
(2) Keputusan Gubernur mengenai inovasi daerah sebagaimana 

dimaksud pada iyat (1), disertai dengan penetapan perangkat 
daerah yang ditukaskan untuk mclaksanakan uji coba inovasi 
daerah. ! 

(3) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

l 
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J Pasal 20 
(1) Inovasi daerah ofh anggota masyarakat dan/atau perguruan 

tinggi, dapat dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk 
dicatat dalam d1ftar inovasi daerah oleh perangkat daerah 
yang membidan9 penelitian dan pengembangan. 

(2) lnovasi daerah olfh anggota masyarakat dan/atau perguruan 
tinggi yang terd4ftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat difasilitasi aan/atau dibina oleh Pemerintah Provinsi. 

(3) Fasilitasi dan/aJ,u pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat flaksanakan oleh perangkat daerah yang 
membidangi pen�litian dan pengembangan. 

(4) lnovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan 
I 

tinggi yang tidaki didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh 
' 

anggota masyar at dan/ a tau perguruan tinggi. 

BABVI 
PERENCANAAN 

Pasal 21 

(1) Perencanaan i.nJ vasi daerah dapat dilakukan dengan 
menyusun dokuxh.en kebijakan yang tertuang dalam roadmap 
penyelenggaraan ! inovasi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perun4ang-undangan. 

(2) Perencanaan indvasi daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksa!akan agar penyelenggaraan inovasi daerah 

. I 
sesuai dengan kef.utuhan dan potensi daerah. 

(3) Roadmap penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana 
dimaksud pada Jat (2), ditetapkan oleh Gubernur. 

l Pasal 22 

( 1) Penyusunan do I umen roadmap penyelenggaraan inovasi 
daerah, dapat di1f1<ukan melalui: 
a. identifikasi dan pengumpulan data; 

I b. pemetaan; dan 
c. analisis faktor:

1

1 kebijakan, program, dan kegiatan. 
(2) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dapat menjadi 

masukan dalam )erencanaan inovasi daerah. 
(3) Proses penyus1..1nan dokumen roadmap penyelenggaraan 

inovasi daerah, I dapat dilakukan dengan memperhatikan 
berbagai prioritaf kerangka pembangunan, respon perubahan 
lingkungan dinruyiis, serta sebagai perwujudan visi dan misi 
Gubernur dalam \pembangunan di daerah. 

' 
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! Pasal 23 
(1) Perencanaan perlyelenggaraan inovasi daerah dapat menjadi 

masukan penyu�unan RPJMD dan berlaku dengan masa 
perencanaan selalan dengan berlakunya RPJMD sesuai 
dengan ketentuah peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubernur dalaJ merumuskan perencanaan inovasi daerah, 
dapat membentilik tim yang melibatkan unsur pemangku • 
kepentingan. 1 

Pasal24 
Penyusunan dokum n roadmap penyelenggaraan inovasi daerah, 
memuat sekurang-kilrangnya: 
a. pendahuluan; I 
b. perkembangan ilrllu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat 

ini· 
I c. an�isis lingkung¥1 strategis; 

d. kebijakan dan strategi inovasi daerah; 
e. tahapan pengembhngan inovasi daerah; dan 
f. penutup. 

BAB VII 
ISTEM !NOVAS! DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 25 
Penyelenggaraan · ovasi daerah diwujudkan dalam sistem 
inovasi daerah, terd

l

"!ri atas: 
a. kelembagaan; 
b. sumber daya; danl/ atau 
c. jaringan. 

Bagian Kedua 
Kelembagaan 

Pasal 26 
(1) Perangkat dae ah 

menyelenggara 1 
sesuai dengan bidangnya dapat 

inisiatif inovasi daerah dalam rangka 
pembaharuan te kait penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Anggota dan/ a tau perguruan tinggi dapat 
menyelenggarak · inisiatif inovasi daerah dalam rangka t 
peningkatan produk atau proses. 

(3) Gubernur menukas kan perangkat daerah yang membidangi 
penelitian dan lpengembangan untuk mengkoordinasikan, 
memantau, mengawasi, dan/ a tau mengevaluasi 
penyelenggaraanhnovasi daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayatl(2) . • 
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Pasal 27 
Penyelenggaraan in vasi daerah dapat melakukan kerjasama 
bidang penelitian I dan pengembangan dengan instansi 
pemerintah pus�t/daerah, lembaga penelitian dan 
pengembangan, !em aga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, 
dunia usaha, dan/a u organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 28 
Penyelenggaraan in1vasi daerah menjunjung tinggi norma, etika, 
dan budaya dengaJ1 cara mengembangkan profesionalisme dan 
mengintemalisasikap nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan 
inovasi daerah. 

Bagian Ketiga 
Sumber Daya 

Pasal 29 
(1) Penyelenggaraan inovasi daerah mendayagunakan sumber 

daya organisasi�ya untuk melaksanakan inovasi daerah 
secara tepat gun!, tepat mutu, dan tepat sasaran. 

(2) Sumber daya Jrganisasi yang digunakan untuk inovasi 
daerah sebagaim�a dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan 

tematik dan/�tau spesifikasi sumber daya inovasi daerah; 
b. pengembanga.p koropetensi manus1a dan 

pengorganisas'(annya; 
c. pengembang struktur dan strata keahlian jenjang karier; 
d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan 

intelektual; 
e. pemanfaatan , ata dan informasi; dan/atau 
f. pengembang4 sarana dan prasarana ilmu pengetahuan 

dan teknologq 

Bagian Keempat 
Jaringan 
Pasal 30 

Penyelenggaraan in vasi daerah dapat melakukan kerjasama dan 
membangun jejardig pengembangan inovasi daerah dalam 
rangka penataan jJngan inovasi daerah melalui: 
a. komunikasi int,raktif/intensif antara lembaga/organisasi 

penyelenggaraan tnovasi daerah; 
I 

b. mobilisasi sumbet daya manusia; dan/atau 
c. optimalisasi peidayagunaan hak kekayaan intelektual, 

informasi, saran� dan prasarana ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta inovasi. 
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I 
Pasal 31 

Komunikasi sebag,imana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, 
dapat dilakukan delgan: 

terfokus, 
kegiatan 

a. kerjasama penyllenggaraan kelompok diskusi 

seminar, lokakarya, workshop, simposium dan 

sejenisnya; I 

b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan 

penerapan ilmu lpengetahuan, teknologi dan inovasi antar 

lembaga/ organis�si; dan/ a tau 

c. kerjasama kepal{aran, keahlian, kompetensi, keterampilan 

sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah 

dengan pemerinkh pusat/daerah, dunia usaha, lembaga 

pendidikan dan/Jtau organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 32 
Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat 

dilakukan menuru� kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau 

surnber daya manu,sia untuk penguatan inovasi daerah sesuai 

dengan ketentuan pkraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 
Optimalisasi sebagjimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, 

dapat dilakukan de1gan: 
a. pemanfaatan hak!kekayaan intelektual; 

b. pernanfaatan info}masi inovasi daerah; dan/atau 

c. pemanfaatan sar$a dan prasarana inovasi daerah. 

Pasal 34 
(1) Gubernur dagat melakukan koordinasi, sinkronisasi, 

fasilitasi inova
1

i daerah dan/ a tau inovasi dalam rangka 

peningkatan produk serta proses produksi di 

Kabupaten/ Kota. 

(2) Gubemur sef agaimana dimaksud pada ayat (1), 
menugaskan p,rangkat daerah yang membidangi penelitian 

dan pengembahgan untuk memfasilitasi berlangsungnya 

JeJarmg penyel!nggaraan inovasi daerah dalam kerangka 
l 

sistern inovasi �aerah. 

l 



I
- 1 6  _ 

! BAB VIII 
PERLINDU1

GAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
Pasal 35 

( 1 )  Hak kekayaan iq.telektua1 atas inovasi daerah dalam rangka 

pembaharuan pd,iyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi 

milik Pemerin� Provinsi dan tidak dapat dikomersialkan 

sesuai dengan kdtentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hak kekayaan Jtelektual atas inovasi daerah dalam rangka 
peningkatan 

1
roduk atau proses produksi yang 

diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau 
perguruan tinggi, dapat ditentukan oleh para pihak 
pemangku kepe:0tingan dengan mempedomani ketentuan 

I 
peraturan perun<ilang-undangan. 

(3) Gubemur dapai memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan 
intelektual sebagraimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Fasilitasi pendafran hak kekayaan intelektual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh 
perangkat dae ah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan. 

BAB IX 
PENG MBANGAN INOVASIDAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 36 
Pengembangan inov si daerah dapat dilaksanakan melalui: 
a .  uji coba inova�i daerah dalam rangka pembaharuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau 
b. pembinaan inovaii daerah daJam rangka peningkatan produk 

atau proses prod�si. 

I 
Bagian Kedua 

Uji 
�:1:�:◊=�::::�l:�g::::

gka 

l Pemerintahan Daerah 
Pasal 37 

(1)  Pelaksana inov si daerah dalaro rangka pembaharuan 
penyelenggaraanj pemerintahan daerah melaksanakan uji 
coba inovasi d!aerah berdasarkan Keputusan Gubernur 
�bagaimana d

i
k,ud dalam Pa,al 19 ayat (1). 

I 
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(2) Uji coba inovasi 1aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan pada yerangkat daerah sesuai bidangnya sebagai 
laboratorium uji 1oba. 

(3) Selama masa uji foba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai 
laboratorium uji lcoba dapat menerapkan tata laksana yang 
berbeda sebagajimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undari.gan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat 
membahayakan I kesehatan, keamanan dan keselamatan 
manusia serta lingkungan. 

(4) Pelaksana inova}i daerah menyampaikan laporan secara 

berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukb dalam pelaksanaan uji coba inovasi 

daerah kepada pJrangkat daerah yang membidangi penelitian 

dan pengembangk. 

Pasal 38 
(1) Pelaksanaan uji 

1
oba inovasi daerah harus didokumentasikan 

oleh pelaksana 1ovasi daerah untuk menilai perkembangan 

dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi 
l 

daerah. I 
(2) Selama masa uJi coba, pelaksana inovasi daerah dapat 

melakukan penJesuaian rancang bangun inovasi daerah 

untuk menghasil�an inovasi daerah yang diperlukan. 

(3) Dalam ha! uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana 

inovasi daerah enghentikan pelaksanaan uji coba inovasi 

daerah dan mela orkan kepada kepala perangkat daerah yang 

membidangi pen litian dan pengembangan. 

(4) Penghentian uji �oba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dilakukan atas p�rsetujuan Gubernur. 

Pasal 39 
(1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan basil pelaksanaan 

seluruh tahapanl uji coba inovasi daerah kepada perangkat 

daerah yang me,bidangi penelitian dan pengembangan. 

(2) Kepala perangk�t daerah yang membidangi penelitian dan 

pengembangan pielakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

basil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah. 
j 
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(3) Hasil evaluasi t
f 

apan pelaksanaan uji coba inovasi daerah 
sebagaimana di aksud pada ayat (2), disampaikan oleh 
kepala perangk t daerah yang roembidangi penelitian dan 
pengembangan. 

Pasal 40 
Inovasi daerah y g sederhana, tidak menimbulkan dampak 
negatif kepada ma�yarakat, dan tidak mengubah mekanisme 
penyelenggaraan pfmerintahan daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undang4n, langsung diterapkan tanpa melalui uji 
coba inovasi daerah

l

' 

Bagian Ketiga 
Pembin an Inovasi Daerah dalam Rangka 
Peningkltan Produk atau Proses Produksi 

l Pasal 41  
(1) Pemerintah Pro si dapat mendorong inovasi daerah dalam 

rangka peningkrtan produk atau proses produksi yang 
diselenggarakan 

I 
oleh anggota masyarakat dan/atau 

perguruan tinggi1melalui kegiatan penunjang meliputi: 
a. fasilitasi; 
b. advokasi; 
c. asistensi; 
d. supervisi; dan/ a tau 
e. edukasi. I 

(2) Fasilitasi sebagai;mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat i 
dilakukan me\hlui konsultasi, koordinasi, dan/atau 
penyebaran. j 

(3) Advokasi sebag

f 

ana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 
dilakukan mel ui forum pakar/tenaga ahli dan/atau 
pendampingan. 

(4) Asistensi sebag�rana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat 
dilakukan me\alui lokakarya, kolaborasi, dan/ atau 
penyuluhan. I 

(5) Supervisi sebaga.pnana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat 
dilakukan melaiui pengarahan, pembimbingan, dan/atau 
pengendalian. l 

(6) Edukasi sebag ·, ana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat 
f 

dilakukan mela�ui bimbingan teknis, adopsi, dan/atau 
modifikasi. J 

(7) Anggota masy akat dan/atau perguruan tinggi yang 
mendapatkan k�giatan penunjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), hbs membuat laporan pertanggungjawaban 
terkait dengan kJgiatan pelaksanaan inovasi daerah. 

j 
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BAB X 

PENILAIAN DAN/ATAU PENGHARGAAN 

I Pasal 42 
(1) Dalam rangka I penyelenggaraan inovasi daerah dapat 

diberikan penilair dan/atau penghargaan. 
(2) Pemberian penilaian dan/atau penghargaan sebagaimana 

dimaksud pad
�

ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat 
Daerah yang me bidangi Penelitian dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentu , peraturan penindang-undangan. 

l BAB XI 

PE EBARAN INOVASI DAERAH 

I Pasal 43 
(1) Gubernur menu�askan perangkat daerah yang membidangi 

penelitian dan pJngembangan untuk melakukan penyebaran 
terhadap penetaJan inovasi daerah. 

(2) Penyebaran sebi/i.gaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan antara! lain dengan cara: 
a. seminar; 
b. workshop; 

C. konsultansi; 
d. lokakarya; 
e. penerbitan b etin; 
f. jurnal ilmiah; 
g. publikasi med'a massa; dan/atau 
h. pameran. 

BAB XII 

PENDANAAN 

Pasal 44 
Biaya yang diperlu 

I 
dalam rangka penyelenggaraan Peraturan 

Gubemur ini, dib;bankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah 

sesuai dengan keten�uan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 

KERJASAMA 

Pasal 45 
(1) Pemerintah Prornsi dapat melakukan kerjasama dalam 

rangka penyelen�garaan inovasi daerah. 
(2) Penyelenggaraan 1kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakil,n sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan g -unda:hgan. 

l 
L. 
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BAB XIV 
INF9RMASI !NOVAS! DAERAH 

Pasal 46 
(1) Setiap orang dart/atau badan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat diberikan 

sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berupa: 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tcrrulis; 

c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau 

d. pemberhentian total kegiatan. 

BAB XV 
PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN 

Pasal 47 
(1) Gubernur dapJt melakukan pembinaan dan/atau 

pengawasan terhabap pelaksanaan Inovasi Daerah. 

(2) Gubemur sebagaif11ana dimaksud pada ayat (1), secara teknis 

merrag-c1s'1ucn pera:ngs:a'.L oal!:"ran Y"ci:rtg urtm,'ti&2.wg,. v:,;;:rtJit.:aa, 

dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan/ atau 

pengawasan pcla�sanaan inovasi daerah. 

(3) Gubernur selaku I wakil pemerintah pusat dapat melakukan 

pembinaan dan}atau pengawasan pelaksanaan inovasi 

daerah kabupate¢Jkota sesuai dengan ketcntuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 48 
(1) Gubemur secara !teknis menugaskan perangkat daerah yang 

membidangi p4nelitian dan pengembangan untuk 

melaksanakan e�aluasi penyelenggaraan inovasi daerah 

sesuai dengan roadmap penyelenggaraan inovasi daerah 

dan/atau sesuail dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi 

daerah. 
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Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 l~aret 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
•

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATl

H. NASRUN UMAR

Diundangkan eliPalembang
pada tanggal 23 l'iaret 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN, /f. .
~

Agar setiap 0 ang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan pera;\n:an Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB XVIII
ETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Peraturan Gubern r ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB XVII
ENTUAN PERALIHAN

Pasal 50
Pada saat Peratura1 Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundsfg-undangan danfatau kebijakan yang
ditetapkan oleh Pelflerintah Provinsi terkait penyelenggaraan
inovasi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan denganiperaturan Gubernur ini.

I BAB XVI

f
ETENTUAN LAIN-LAlN

Pasal49
Penyelenggaraan movasi daerah selain mernperhatikan ketentuan
sebagaimana eliatu~ dalaro Peraturan Gubernur ini, juga
memperhatikan regulasi penyelenggaraan inovasi daerah yang
diatur dalam keten~an peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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